
 

 

 

 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANGKA SELATAN 

NOMOR   2   TAHUN 2019 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 
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a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) 

dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 dimana Kepala Daerah menyusun 

dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah   

Kabupaten Bangka Selatan tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 
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4. 

 

 

 

 

5. 
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9. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan 

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4268); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 4576)   

sebagaimana    telah    diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165A, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan 

Penetapan  Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Tahun 2006 Nomor 11 Seri E); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);  

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 

Tahun 2018 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 

14); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN 

dan 

BUPATI BANGKA SELATAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  TAHUN ANGGARAN 

2018. 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratura     Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  

daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi 

keuangan Kabupaten Bangka Selatan. 

8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 

yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode pelaporan. 

9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan 

yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 

tahun sebelumnya. 

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang 

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

11. Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan 

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas 

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah 

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu 

periode pelaporan. 

 



12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 

periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pelaporan. 

13. Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi 

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas 

nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, LRA dan LAK 

dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

15. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah daerah. 

16. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah 

Daerah. 

17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. 



20. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah 

Daerah. 

 

BAB II 

LAPORAN KEUANGAN 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa  laporan  

keuangan  memuat ketentuan sebagai berikut : 

a. 

b 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

laporan realisasi anggaran; 

laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

neraca; 

laporan operasional (LO); 

laporan arus kas (LAK);  

laporan perubahan ekuitas (LPE); dan 

catatan atas laporan keuangan. 

  

             Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2  huruf  a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 

a. Pendapatan  Rp 865.625.218.279,98  

b. Belanja  Rp 895.183.802.836,63 

 Surflus/deficit (Rp 29.558.584.556,65) 

c. Pembiayaan  

 1. Penerimaan Rp 72.142.273.826,51 

 2. Pengeluaran Rp 0,00  

 Pembiayaan Netto Rp 72.142.273.826,51 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA)       

Rp 42.583.689.269,86 

 

Pasal 4 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  Rp 

7.113.032.074,63 

dengan rincian sebagai berikut : 

 1. Anggaran pendapatan setelah 
perubahan 

 

Rp 

872.738.250.354,61  

 

 2. Realisasi Rp 

865.625.218.279,98 



 Selisih lebih/(kurang) Rp 7.113.032.074,63 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                       

Rp 50.270.650.767,37 dengan rincian sebagai berikut: 

 1. 

 

Anggaran belanja setelah 

perubahan 

Rp 

945.454.453.604,00  

 

 2. Realisasi Rp 
895.183.802.836,63 

 Selisih lebih/(kurang)   Rp 

50.270.650.767,37 

 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah                                       

(Rp43.157.618.692,74) dengan rincian sebagai berikut: 

 1. 

 

2. 

surflus/defisit setelah 

perubahan               

realisasi 

(Rp 

72.716.203.249,39) 

  

  (Rp 

29.558.584.556,65) 

 Selisih lebih/(kurang) (Rp43.157.618.692,7

4) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah (Rp 72.142.273.826,51) dengan rincian sebagai 

berikut: 

 1. 

 

2. 

Anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah perubahan 

Realisasi 

 

Rp                       

0,00 

Rp 

72.142.273.826,51 

 Selisih lebih/(kurang) (Rp 

72.142.273.826,51) 
 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah  Rp  0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 1. 

 

2. 

anggaran pengeluaran 

pembiayaan setelah perubahan  

realisasi 

Rp                     0,00 

 

Rp                     0,00 

 Selisih lebih/(kurang) Rp                    0,00 
  

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

sejumlah  (Rp 72.142.273.826,51) dengan rincian sebagai 

berikut: 

 1. 

 

anggaran pembiayaan neto 

setelah perubahan 

Rp                        0,00 

 



2. realisasi Rp 72.142.273.826,51 

 Selisih lebih/(kurang) (Rp 72.142.273.826,51) 

 

Pasal 5 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 

sebagai berikut: 

a. 

b. 

 

c. 

d. 

Saldo Anggaran Lebih Awal 

Silpa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SILPA/SIKPA) 

Lain-lain 

Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Rp 72.716.202.306,51  

Rp 43.157.617.749,86 

 

Rp                       0,00 

Rp 42.583.689.269,86 

 

Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 

Desember  Tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset Rp1.459.982.642.593,51 

b. Jumlah Kewajiban Rp     10.466.919.847,67 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp1.449.515.722.745,84 
 

 

Pasal 7 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf d per 31 Desember  Tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Jumlah Pendapatan (LO) Rp 940.452.435.233,49  

b. Jumlah Beban (LO) Rp 750.921.620.728,50 

c. Surplus/defisit dari Operasi Rp 189.530.814.504,99  

d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non 

Operasional 

Rp                        0,00  

e. Surplus/defisit sebelum Pos Luar 

Biasa 

Rp                        0,00  

f. Pos Luar Biasa Rp                        0,00  

g. Surplus/defisit LO Rp 189.530.814.504,99 

 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 

2018 

Rp    63.514.661.950,51  

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp  196.789.944.182,95 

c. Arus kas dari aktivitas investasi 

aset non Keuangan 

 

(Rp 219.636.106.733,00) 



d. Arus kas dari aktivitas 

pembiayaan 

Rp                          0,00  

e. Arus kas dari aktivitas non 

anggaran 

(Rp         36.486.721,00) 

f. Arus Kas di Bendahara Dana 

Kapitasi (JKN) 

Rp      1.307.094.363,40  

g. Arus Kas di Bendahara Dana 

BOS 

Rp         982.700.669,00  

h. Arus Kas Lainnya Rp                           0,00  

i. Saldo kas akhir per 31 Desember 

2018 Rp    42.958.294.432,86 

 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai 

berikut : 

a. Ekuitas awal   Rp  1.205.645.795.886,76 

b. Surplus/defisit Rp     189.530.814.504,99 

c. koreksi nilai persediaan Rp                             0,00  

d. Koreksi Ekuitas lainnya (Rp     54.339.112.354,09) 

e. Ekuitas akhir Rp  1.449.515.722.745,84  

 

Pasal 10 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan  dalam Peraturan Daerah 

ini terdiri dari: 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran I 

Lampiran I.1 

 

 

Lampiran I.2 

 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran; 

Ringkasan    laporan     realisasi   

anggaran menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

Rincian laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

c. 

d. 

e. 

 

f. 

g. 

h. 

Lampiran I.3 

 

 

 

Lampiran I.4 

 

 

 

 

Lampiran I.5 

 

Lampiran I.6 

Lampiran I.7 

 

Lampiran I.8 

 

Lampiran I.9 

 

Lampiran I.10 

 

 

 

Lampiran I.11 

Lampiran I.12 

 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan 

kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

Daftar jumlah pegawai per golongan per 

jabatan; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya; 

Daftar dana cadangan daerah; dan 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi 

daerah 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Catatan atas laporan keuangan; 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

 

 

 

 

 

                
 

Diundangkan di Toboali 

                pada tanggal  19 Agustus 2019 
 

               Plh. SEKRETARIS DAERAH 

               KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 

 

        AGUS PRATOMO 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal 19 Agustus 2019 
 
BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

 

 

          JUSTIAR NOER 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2      

 

      NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI           

      KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.2/2019 

 

 

 

 

 

  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN  

 

 


